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ABSTRAK

Kebutuhan manusia yang sangat banyak serta beragam membuat manusia
harus saling berinteraksi, tolong menolong antar sesama, saling bermu’amalah
untuk memenuhi hajat hidupnya dan kemajuan dalam kehidupannya. diantara
sekian banyak yang termasuk dalam perbuatan muamalah adalah sistem kerja
sama pengupahan. Seperti halnya yang terjadi terhadap pembayaran upah dengan
sistem penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019.
Adapun sistem pembayaran upah berasal dari hasil penjualan tiket kursi yang
mana pada awal perjanjian pihak panitia memberi tahu bahwa upah komentator
tersebut dari hasil penjualan tiket kursi dengan upah Rp80.000,00. Tetapi setelah
seminggu turnamen berlangsung hasil penjualan tiket kursi kurang dari upah
komentator pada kesepakatan awal, pihak panitia mengklarifikasi dan merubah
akad perjanjian, jika hasil penjualan tiket kursi kurang dari kesepakatan awal
yakni Rp80.000,00 maka upah yang didapat pihak komentator yaitu seberapa
banyak atau tiket kursi yang terjual. Adapun permasalahan dalam penelitian ini
adalah: bagaimana praktik pembayaran upah dengan sistem penjualan tiket kursi
pada turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019? dan bagaimana tinjauan hukum
Islam terhadap praktik pembayaran upah dengan sistem penjualan tiket kursi pada
turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2109? Adapun tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui lebih jelas mengenai praktik pembayaran upah dengan sistem
penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019 dan untuk
menganalisi pandangan hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah dengan
sistem penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019. Jenis
penelitian ini adalah lapangan (fild research) dan sifat penelitiannya deskriptif,
sumber datanya berasal hasil penelitian'lapangan dan kepustakaan. Sampel dari
penelitian, ini adalah ketua pelaksana dan wakil, komentataor, bendahara, dan
panitia kursi. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengam wawancara
langsung antara. peneliti dengan narasumber. kemudian hasilnya  diananalisis
secara kualitatif. pengelolaan data dilakukan secara editing dan sistemating.
Berdasarkan hasil penelitian, Qapat dikemukakan ‘QQM upah komentator berasal
dari hasil penjualan ‘ﬁkct-hg enonton gﬁ-upaﬁ‘ Rp80.000,00. Setelah
seminggu turnamen berlangsurl‘gr hasil penjuatan tiket kursi kurang dari upah
komentator pada kesepakatan awal, pihak panitia mengklarifikasi dan merubah
akad perjanjian, jika hasil penjualan tiket kursi kurang dari kesepakatan awal,
maka upah yang didapat pihak komentator yaitu seberapa banyak atau tiket kursi
yang terjual. Dalam pandangan Hukum Islam tidak dibolehkan hal ini
dikarenakan dalam praktiknya tidak terpenuhinya syarat akad dan rukun ujrah
(upah), terdapat kemudharatan yaitu unsur Gharar yang mana tidak ada kepastian
upahnya karena berasal dari hasil penjualan tiket kursi penonton yang tidak semua
penonton membelinya.
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“Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan
berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang

berbuat baik. (QS. Al-Baqarah [2]:195)
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam judul skripsi maka akan
diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Komentator
Dengan Sistem Penjualan Tiket Kursi Pada Turnamen Bola Voli (Studi
Turnamen Joyo Boyo Cup 2019 Desa Marga Mulya Kecamatan
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”.
Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemah'aman

'
[ e i !

manusia atas nash Al-Qur’an maupun As-Sunnah untuk men;gatur

’ A

: ke;.ﬁ‘ic_lupan manusia.' Acillalbilh menurut ahli ushul figih Hukum ,_Iélarﬁ yaitu
ﬁrman Allah. yang ditunjukan kepada orang mukalaf-y'a'i.tfl-' -o-rang—orang
yang sudah ca nggung jawab huk pa perintah, larangan,
atau kewenangan memi ng bersan n dengan perbuatan.2

2. Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang
telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran

itu diberikan menurut perjanjian yang telah di sepakati.’

'Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial, (Jakarta:Penamdani,
2004), h. 6.

2 Amir Syarifudin, Ushul Figih, Jilid 1, Cet.1,(Jakarta:Logos,Wacaan Illmu, 1997), h. 5.

3A. Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Bandar Lampung: Permatanet,
2016), h. 141.



3. Tiket dalam KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai
karcis kapal, pesawat terbang, dsb.*

4. Turnamen adalah pertandingan yang diikuti oleh beberapa regu.’

5. Bola Voli adalah benda bulat yang dibuat dari karet sebagai bola yang di
gunakan di permainan olahraga bola voli.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa
judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah
Komentator Dengan Sistem Penjualan Tiket Kursi Pada Turnamen Bola
Voli”. Maksud dari judul skripsi tersebut adalah untuk memberikan gambaran
terkait dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini yang
_‘berl_(aitlan dengan praktik pembayaran upah komentator dengan siStem

prenjﬁ'a}én tiket kursi pada turna{men bolavoli J oyo Boyo Cup 2019. . 0
\ { '

5 ! . g2
B. Alasan Memilih Judul ~ ©is &
- - \ - 4 . "-"
Adapuﬁ‘a}as.a;_l. memilih judul penelitian ini adalah: i~

1. Alasan Objektif
Bahwm prakti\ﬁupah dengan sistem
penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli. Pembayaran upah yang
penulis bahas merupakan upah komentator turnamen bola voli di Joyo
Boyo Cup 2019. Yang mana, upahnya berasal dari hasil penjualan tiket
kursi penonton. Akan tetapi, tidak dapat dipastikan setiap malam

penontonnya ramai terus atau bahkan sepi oleh karenanya perlu ditelaah

* Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi
Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 152.
® Ibid. h. 1508.



untuk mendapatkan gambaran terkait dengan pembayaran upah dari hasil
penjualan kursi.
2. Alasan Subjektif

a. Setelah ditinjau dari aspek pembahasan judul skripsi ini sesuai
dengan disiplin Ilmu yang penulis pelajari di Bidang Muamalah
Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

b. Belum ada yang membahas pokok permasalahan tentang praktik
pembayaran upah dengan sistem penjualan tiket kursi pada turnamen
bola voli, sehingga saya tertarik untuk meneliti, mengkaji dan
mengangkatnya sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah <
1 ’ |

1 _“Manusia diciptakan oleh! Allah untuk memenuhi perintah'nNyJa, yakni

| PV ! ! I. ¢

bér.ib.hglah, dan dalam ‘mencari*kebutuhan hidupnya, manysia " harus

o
"

berda{sﬁrl.caml; , aturan-aturan (Syari’ah) dengan tujl}zlg,-:uféﬁla untuk
mendapatkan ridho Allah.® Manusia sebagai makhluk sosial, manusia tidak
bisa hidup sendiri un enuhi ki ehidupannya. Kebutuhan
manusia yang sangat banyak serta beragam membuat manusia harus saling
berinteraksi, tolong menolong antar sesama, saling bermu’amalah untuk
memenuhi hajat hidupnya dan kemajuan dalam kehidupannya.

Untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik
diantara sekian banyak termasuk dalam perbuatan muamalah adalah sistem

kerja sama pengupahan. Di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak

Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Sinar Garfika, 2008), h. 3.



akan lepas dengan berbagai macam transaksi (akad). Akad adalah keterikatan
keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara adanya komitmen
tertentu yang disyariatkan.”

Salah satunya adalah dalam hal jasa dimana seseorang meminta
bantuan orang lain untuk membantu urusannya agar lebih mudah dan ringan
menyelesaikan urusannya tersebut, dengan memberikan upah sebagai prestasi
atas jasa tersebut. Dalam bentuk muamalat yang terjadi adalah transaksi yang
menyangkut suatu objek tertentu, baik objek berupa barang maupun jasa.
Dalam literatur fiqih disebut dengan akad ijaroh Al-a’mal yaitu sewa

menyewa jasa manusia.® Pada prinsip nya setiap orang yang bekerja pasti

‘akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing

Irtida.k"-akan rugi, sehingga t'et‘cipta'lah ‘keadilan diantara mei‘eka}. Allah

\ \
v ) ! . /
' i

betﬁi’xpan: - -

‘3/,4 g Nl T

("AJW&L"’U’“"’L«KLSJ"'JJO';’L’ JY‘);:’S‘_;.:J

s AT 87
Ogalley Y
Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar

dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan
mereka tidak akan dirugikan”.(QS. Al-Jaatsiyah [45]:22)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan semua
manusia dengan haq dan Allah juga menciptakan langit dan bumi dengan
tujuan yang hak, yakni penuh hikmah dan aturan, supaya bukti-bukti yang

mengenai ketuhanan dan kemahakuasaan Allah menjadi tampak jelas. Selain

26.

7Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h.

®*Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 215.



itu juga, diberi balasan yang adil bagi setiap jiwa yakni manusia sesuai
dengan kebaikan dan kejahatanyang dia kerjakan dan mereka dalam
menerima balasan itu sedikit pun tidak akan dirugikan bahkan yang berbuat
baik akan diuntungkan.’

Syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah
menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, kosenkuensi dengan
adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan harus sesuai dengan
ketentuan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Upah seseorang harus
ditentukan berdasarkan kerjanya, untuk itu harus dibayarkan juga tidak lebih
dari apa yang telah dikerjakan. Allah berfirman:

Q

// -

1 '.. euéwlyl&uybv.hﬁ|}g.‘j
. :’
Artiny'a':‘ “3Bjar&ngsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik, laki-Taki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami
berikan k a kehidupan yang bai n Sesungguhnya akan
kami be da mereka yang lebih baik dari

apa yang telah me kerjakan”. . An-Nahl [16]:97)

Ayat di atas menjelaskan bahwa amal saleh sebagai segala perbuatan
yang berguna bagi pribadi, keluarga dan manusia keseluruhan. Keterangan
balasan merupakan balasan di dunia dan di akhirat, yang menegaskan bahwa
balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh ialah imbalan dunia

dan imbalan akhirat.

M Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 361.



Pekerjaan yang dikerjakan oleh orang yang disewa (diupah) adalah
amanah yang menjadi tanggung jawabnya, ia wajib menunaikannya dengan
sungguh-sungguh dan menyelesaikannya dengan baik. Adapun upah untuk
orang yang disewa adalah utang yang menjadi tanggungan penyewa, dan ini
adalah kewajiban yang harus ia tunaikan."

Oleh karena itu, syarat sahnya ijarah ada dua yaitu jelasnya upah dan
pekerjaan, dan apabila salah satunya tidak jelas maka rusaklah akad itu.
Apabila karena suatu sebab akad ijarah rusak maka upah diperhitungkan
secara layak (ujrah al misl). Adapun cara perhitungan upah adalah dengan
mempertimbangkan berapa waktu ia telah bekerja. Kedudukan ijarah dalam

‘hal pembayaran sifat upahnya harus jelas. <

1 I
| - s
'\ “Seperti halnya yang terjadi terhadap pembayaran upah de'nga? sistem

l. 1] |

pen]:fia%an tiket kursi padla- turnamen bola* voli Joyo Boyo Cﬁp -'5019.
Pemb‘ztl)'f“eiraan EEa,h yang penulis bahas merupakan upah lgo_rpentae_lté):r,tumamen
bola voli Joyo Boyo Cup 2019. Adapun sistem pembayaran upah berasal dari
hasil penjualan tiket g mana al perjanjian pihak panitia
datang kerumah pihak komentator dan memberi tahu bahwa upah komentator
tersebut dari hasil penjualan tiket kursi. Pihak panitia mengatakan bahwa
pihak komentator akan diupah Rp80.000,00 per malam, seminggu setelah
turnamen dimulai upah komentator dibayar sesuai dengan kesepakatan awal.

Karena, tidak dapat dipastikan setiap malamnya jumlah penonton yang datang

apakah ramai atau bahkan sepi. Seminggu setelah turnamen berlangsung hasil

'°Saleh Al-Fauzan, Figih Sehari-hari (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 488.



penjualan tiket kursi tidak sesuai bahkan kurang dari upah komentator pada
kesepakatan awal yakni Rp80.000,00.

Bapak Paiman selaku komentator menyanyakan perihal upahnya yang
kurang dari kesepakatan awal, pihak ketua pelaksana mengklarifikasi
memberikan penjelasan kepada pihak komentator dan merubah akad
perjanjian bahwasannya jika hasil dari penjualan tiket kursi kurang dari
kesepakatan awal yakni Rp80.000,00 maka upah yang didapat pihak
komentator yaitu seberapa banyak atau terjual tiket kursi itu, misalnya tiket
kursi hanya terjual 20 tiket maka upah yang didapat oleh Bapak Paiman
hanya Rp50.000,00. Panitia turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019
'mer;yelciiakan total 50 kursi, dan dalam 1 kursi nya di jual Rp2.500,00 jika

\ [
Irkursi“tﬁ‘jual semua maka panit{a:menaapétkan uang Rp125.000,00. . 0

.‘\‘ \Ketlka hasil penjualan kurlsv tersebut penontonnya sepl :naka
penghas‘llannz. a tidak sesuai bahkan kurang dari upah komenta-toT yang telah

disepakati diawal dan pihak panitia tidak ada yang mau menambahi

kekurangannya. Dan il penjua 1 penontonnya ramai, uang
penghasilan nya yang lebih dari upah komentator tersebut sisanya menjadi
milik panitia turnamen. Dari hal itu menimbulkan suatu kerugian bagi salah
satu pihak yakni pihak komentator tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa perlu ada yang
ditelaah dari permasalahan yang ada. Yaitu ketidakpastian upah komentator

yang mana upahnya berasal dari hasil penjualan tiket kursi. Karena, tidak

dapat dipastikan setiap malam nya jumlah penonton yang datang apakah



ramai atau bahkan sepi. Membuat penulis tertarik untuk membahas judul
skripsi ini tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah
Komentator Dengan Sistem Penjualan Tiket Kursi Pada Turnamen Bola Voli”
(Studi Turnamen Joyo Boyo Cup 2019 Desa Marga Mulya Kecamatan
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah).
D. Fokus Penelitian
1. Fokus Penelitian
Fokus dalam penelitian ini yaitu praktik pembayaran upah komentator
dengan sistem penjualan tiket kursi yang ada di turnamen bola voli Joyo

Boyo Cup 2019, di Desa Marga Mulya Kecamatan Terbanggi Besar

. Kabupaten Lampung Tengah. 4
. |
| ' o
2. Batdsan Masalah A B
\ L]

\ | , y
‘_Ka\rena masalah upah dengan sistem penjualan tiket kursi sangat luas,

AN .._._.f-",
maka perlu dibatasi pembahasannya di literatur masalah upah komentator
—_—— I

dengan sistem penjualan tiket kursi dilihat dari perspektif hukum Islam.

E. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana praktik pembayaran upah komentator dengan sistem penjualan
tiket kursi pada turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah
komentator dengan sistem penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli

Joyo Boyo Cup 2019?



F. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai praktik pembayaran upah

komentator dengan sistem penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli

Joyo Boyo Cup 2019.

b. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik

pembayaran upah komentator dengan sistem penjualan tiket kursi pada

turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019.

G. Signifikasi Penelitian

a.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan

pemahaman mengenai praktek pembayaran upah komentator dengan

. sistem penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli dalam pandangan

!

hukum Islam. Serta memiaérikaﬁ pémahaman dan pengetah-uanJ apakah
\ ! | . y
“ fjr\aktik pembayaran url)ah—dengan' sistem penjualan kursi menciptakan

"

kéfn..'stslqh@}a‘n bagi para pihak. g

b. Secara praktis, di harapkan penelitian ini memberikan petunjuk bagi

peneliti-peneliti be 1 sampi ra praktisi dunia usaha.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan secara bertahap dimulai

dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga

nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau

isu tertentu. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan

langsung tentang pembayaran upah komentator dengan sistem penjualan tiket

kursi pada turnamen bola voli di Joyo Boyo Cup 2019.



1.

2.

Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research)
yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari

lokasi atau lapangan.''

Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke
lapangan, yaitu pada Turnamen Joyo Boyo Cup 2019 untuk mencari data
tentang bagaimana praktik pembayaran upah dengan sistem penjualan
tiket kursi pada turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisa apa-

apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat serta

. _hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dan penelitian kualitatifyaitu

5

3.

\ [} ! ) i y
. dqpat dicapai (diperoleh)dengan’ menggunakan prosedur-prosedur

1 _ [
Jjenis peneclitian yang _meﬁghas%lkaﬁ penemuan-penemuan '-yar}g tidak
\ ! \ /

- " . . . . . o p "'
statistikatau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran)s=

Sumber Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh atau bersumber
langsung dari responden atau objek penelitian.'? Dalam hal ini data
primer yang diperoleh peneliti diperoleh dari panitia turnamen bola

voli Joyo Boyo Cup 2019.

“Kartini Katono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: CV. Mandar

Maju,1996), h. 8.

2Muhamad Pambundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara,2006), h. 4.



b. Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber informasi yang dijadikan bahan
penunjang untuk melengkapi data dalam melakukan suatu analisis.
Sumber data sekunder ini diperoleh secara tidak langsung yang
meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung
seperti buku kepustakaan, dokumentasi maupun catatan-catatan serta
seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.
Partisipasi Informan
Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap

praktik pembayaran upah komentator dengan sistem penjualan tiket kursi

~._turnamen bola voli studi di turnamen Joyo Boyo Cup 2019 Desa Marga

Y

Mulya, Kecamatan Terb'aflggi 'Besar, Kabupaten Lampuhg ;Tehgah.
\ ' , ' y

“ I.’Qneliti melakukan Walwancara-—terhadap-informan dalam pege'liti'an ini

o

N P 4
yafmose.mhua' pengelola turnamen yang berjumlah 24 yanmg terdiri dari 1

orang komentator, 2 orang panitia kursi, 2 orang yakni ketua pelaksana

dan wakil ketua, ekretaris; endahara, 2 orang seksi
perlengkapan, 2 orang seksi konsumsi, 1 orang seksi keamanan
(penanggung jawab) dan 12 panitia parkir. Selanjutnya peneliti akan
mengumpulkan jawaban dari informan dan mengambil jawaban
terbanyak dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan
dalam penelitian sebagai kesimpulan, jawaban, atau alasan dari pihak

mujir dan musta’jir dalam melakukan praktik pembayaran upah

komentator dengan sistem penjualan tiket kursi pada turnamen bola studi



di turnamen Joyo Boyo Cup 2019 Desa Marga Mulya, Kecamatan
Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.
5. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian,
digunakan beberapa metode, yaitu :
a. Observasi
Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik
gejala-gejala yang diselidiki."® Observasi yang dilakukan yaitu dengan

melakukan pengamatan terhadap praktik pembayaran upah dengan

. sistem penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli Joyo BoyoerCup
| [
i ) > !
i ..-.,2019. [ AN II O [l 1 )
s , I | \ &
° B\Dokumentasi S = - - V4
“ N, A ?_",

el LP_okumentaﬂ ialah pengumpulan data yangt'mencari data

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa pencatat, transkip, buku,

surat kabar, maj sasti, da nya. Dalam hal ini peneliti
melakukan pencatatan tentang data atau dokumen yang terkait
terhadap pembayaran upah dengan sistem penjualan tiket kursi.

¢. Wawancara

Wawancara ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan

cara tanya jawab secara langsung yang dikerjakan dengan sistematik

3Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2015),
Cet. 14, h. 70.



dan berlandaskan pada masalah penelitian.14 Sedangkan teknik
pedoman wawancara yang akan digunakan oleh penulis adalah teknik
pedoman wawancara tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara
yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan.
Disini melakukan wawancara di turnamen Joyo Boyo Cup 2019.
6. Metode Pengolahan Data
Setelah semua data terkumpul, maka kemudian dilakukan
pengolahan dengan cara:
a. Pemeriksaan Data (Editing)
Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau

'pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data
1 ’ |
I'\ .\"-‘yang masuk terkumpul itlh‘tidal'k logis atau merugikan.”> & . '."
‘_.B\Sistematika Data (Sik‘tematinglb i __,." ‘{
- "3 L.Si-stematika data ialah suatu cara menempg{k,an-.fi'z-lf; menurut

kerangka sistematika berdasarkan urutan. Yakni dengan melakukan
pengecekan dafa® u bahan ang telah diperoleh secara
sistematis. Data yang telah masuk dan sudah terkumpul disusun
kembali sesuai dengan urutannya.
7. Metode Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

14, .
1bid, h. 71.
YSusiadi A. S., Metodologi Penelitian (Lampung: Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden
Intan Lampung, 2014), h. 57.



dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya
dapat diinformasikan kepada orang lain.'®

Dilakukan sebelum memasuki lapangan dan setelah selesai di
lapangan. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif
dengan pola berpikir induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang
diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis dengan cara
melakukan pengamatan terhadap gejala, fenomena, dan kondisi pada
turnamen Joyo Boyo Cup 2019 terhadap pembayaraan upah komentator

dengan sistem penjualan tiket kursi penonton.

:"_\_‘ & ..,.A'Jj
l \n 1Y 4 'I l
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16Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. 27 (Bandung:
Alfabeta, 2018), h. 137.



BAB II
KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori
1. Akad (Perjanjian) Menurut Hukum Islam
a. Pengertian Akad

Akad berasal dari kata al-‘aqgd yang berarti mengikat atau
menghubungkan (ar-rabt). Pertalian ijab qabul, ijab (pernyataan
melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), harus
sesuai dengan syari’at yang berpengaruh pada objek perikatan.17

Menurut terminologi dalam istilah fiqih, akad dapat ditinjau
dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus: secara umum

,akad berarti suatu yang menjadi tekad seseorang untuk mellaksaﬁakan
| - s

“.h - ( '
' | baik yang muncul dari 'satu pihak maupun yang muncul dari" dua

‘“. Apihak. Secara khusus akad .}'/‘ait'u keterkaitan antara jab _(pém'yataan
penawaran/pemindahan  kepemilikan) dan .gabul (pernyataan

penerimaan ilikan) dalam ruang li yang disyari’atkan dan

berpengaruh dalam tu. Allah an:

iz

PR LoE R s 0 2T 8400, 2_F, o e g
VRN RPN SUBCN FEN BRIP4 [ 3t A e

-

s2Aoc _gea “6as

s s -4 P SRR B T PR TP
Daep b SEAI] o ol seall 2 728 05Kle
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad, kecuali
yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu)

dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-

hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al- Ma’idah

[5]:1)

Y"Rahmawati, “Dinamika Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah”. Jurnal Al-Iqtishad,
Vol. 3 No. | (Januari 2011), h. 21.



Secara etimologi (bahasa), akad antara lain berarti:'® ikatan
antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara
maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Akad juga memiliki
beberapa arti:

1) Sambungan (agdatun), yaitu sambungan yang menjadi
pemegang kedua ujung dan mengikatnya.

2) Janji (al-ahdu), yaitu istilah ahdu di dalam Al-Qur’an mengacu
pada seorang yang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut
pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang
tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, baik setuju

maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap janjisyang
I

W dibuat orang terse'bi].t.19 | 4% b . 0
\ \ | l \ I {
3 b."\Rukun dan Syarat Akad- = “& L)
% - . ._.f-",
T)*Rukun Akad -~

Rukun akad ialah unsur yang harus ada dan merupakan
esensi dalam kontrak. ah satu rukun tidak ada,
menurut hukum perdata Islam kontrak dipandang tidak pernah
ada.”® Maka rukun-rukun akad terbagi menjadi (4) empat unsur,
sebagai berikut:

a) Shighat adalah ijab dan qabul. Ijab yaitu penjelasan awal yang

keluar atau diucapkan dari salah seorang yang berakad

®*Rachmat Syafe’i, Figih Muamalah ...., h. 43.

19Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016),
h. 1-2.

*0ni Sahroni, M. Hasanuddin, Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan
Implementasinya dalam Ekonomi Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 25.



sebagai suatu gambaran atas kehendaknya dalam mengadakan

akad. Sedangkan gabul yaitu perkataan yang keluar dari

seorang yang berakad, yang diucapkan setelah ijab.*’

b) ‘Agidan yaitu orang yang berakad atau yang melakukan

kontrak, biasanya terdiri dari masing-masing pihak (satu

orang) dan juga bisa terdiri dari beberapa pihak (orang).

Beberapa Ulama figh memberikan kriteria yang harus

dipenuhi dalam ‘agidan yaitu:

(1)

Ahliyah, kedua belah pihak yang berakad harus memiliki

kecakapan untuk melakukan transaksi, yakni mereka

yang telah baligh atau mumayyis dan berakal (tid_ak-g‘i,la).
I

Hak dan ‘l{ewe1+anghn (otoritas), artinya bfal‘}g 'y'ang
| { s ]

[} ! L i J

melakukan-akad*merupakan pemilik asli, wali atas suatu

.y
"

objek transaksi sehingga memiliki ha_llg_d,an-atbritas untuk

melakukan transaksi tersebut.?

c) Ma'qu alah obj atau benda-benda yang di

akadkan.

d) Maudhu’ al-’agd adalah maksud dan tujuannya dalam

mengadakan akad atau perjanjian kontrak.

*'Sohari Sahari, Figih Muamalat (Bogor: Ghalia Indinesia, 2010), h. 43.
*’Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

2010), h. 68.



2) Syarat Akad

Syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi

bukan termasuk kedalam esensi akad. Maka syarat-syarat umum

yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, yaitu:

a) Kedua orang yang berakad harus cakap dalam bertindak (ahli),
tidak sah akad dari orang gila atau akad yang dibawah
pengampunan (mahjur).

b) Yang jadi objek akad dapat menerima hukumannya.

c) Akad yang disepakati diizinkan oleh syara’, dilakukan oleh
orang yang mempunyai hak walaupun dia bukan termasuk aqid

atau orang yang mempunyai barang. __
| [

-‘:

% d) Bahwasannya akéd.harll'.ls dapat memberikan faedah!"
[] | L J
Y '\ e) Ijab berjalan ‘terus sesuai’ yang diucapkan dan t}dak akan

™ (dicabut sebelum terjadi gabul. Ijab dan qabul ;befééf};'l;ung jika
berpisah sebelum adanya qabul maka dalam hal ini batal.”
c. Macam-Macam
Para ahli figih membahas akad dibagi dari berbagai segi
keabsahan dan membahas legalitas akad dari dua aspek mendasar,
yaitu:
1) Akad Sahih (sah) yaitu akad yang sudah memenuhi rukun, syarat

dan sifat akad. Hukum kontrak ini (rukun dan syarat) ialah

berlakunya seluruh akibat hukum kontrak (bersifat khusus

23Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah ...., h. 14.



maupun umum) yang ditimbulkan oleh kontrak itu setelah akad

disepakati dan mengikat bagi para pihak yang melakukannya.**

Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah akad sahih dibagi

menjadi dua macam, yaitu:

a) Akad Nafidz yaitu akad yang dilakukan oleh pihak yang
memiliki kompetensi (ahliyah) dan kewenangan (wilayah),
yang seperti melahirkan konsekuensi hukumnya secara
langsung tanpa membutuhkan persetujuan dari pihak akad
yang lain.

b) Akad Mauquf yaitu akad yang dilakukan oleh pihak yang

- memiliki kompetensi (ahliyah) akan tetapi tidak memiliki
| [
i ) * |
W wilayah, yang seperti l'melahirkan konsekuensi hukum}lya jika
W ' | | y
. "\ mendapatkan™ persctujuan’ dari pihak yang memiliki hak

o y

N P b
"8y, tersebut, kecuali ada persetujuan dari pihakglain dan pihak
tersebut pada umumnya bukan pelaku akad, di antaranya:

g sakit (sakaratul maut) itu

mauquf tergantung pada persetujuan ahli waris.
(2) Akad yang dilakukan oleh anak kecil yang mumayyiz itu
mauquf tergantung pada persetujuan pemberi wasiatnya.
(3) Akad yang dilakukan oleh orang yang berhutang banyak

itu mauquf tergantung pada persetujuan penjamin.

*Oni Sahroni, M. Hasanuddin, Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan
Implementasinya dalam Ekonomi Syariah ...., h. 99.



\

[ ! L i
A rukun dan syaratnya“ sehingga ‘seluruh akibat hukumnya' tidak

(4) Akad yang dilakukan oleh orang fudhuli (orang yang
menjual barang tanpa seizin pemiliknya) itu mauquf
tergantung pada persetujuan yang berkepentingan.”

Lain halnya dengan pendapat Syafi’iyah dan Hanabilah,
menurutnya akad sah itu pasti nafidz, oleh karena itu tidak ada istilah
akad sah mauquf. Maka jika terjadi akad, maka akan melahirkan
akibat sejak diadakannya akad tersebut dan jika tidak melahirkan
akibat maka akadnya tidak ada. Akad sah itu hanya bisa dilakukan
oleh pihak akad yang memiliki kompetensi dan kewenangan
sekaligus, karena kedua hal itu termasuk syarat in’igad dan bukan

syarat nafadz.*® _d

1 _ [
"2) Akad yang tidak sahih yaitu/akad yang terdapat kekuifan%an'pada
\ L] | \ {

J

“““iberlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak#yang berakad.

Ulama Hanafiyah membagi menjadi dua, yakni:

a) Akad u akad memenuhi unsur-unsur
pelengkapnya, walaupun unsur-unsur dasarnya terpenuhi,
misalnya adanya sifat terlarang dalam akad tersebut.

b) Akad Bathil yaitu akad yang tidak memenuhi rukun, syarat dan
sifatnya dan terdapat larangan dari syara’.”’

Dilihat dari segi mengikat atau tidak, Ulama figh membagi

menjadi dua macam, yakni :

**Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah ...., h. 89.
**Ibid, h. 106.
*'Ibid, h. 99.



a) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak yang melakukan
akad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad
tanpa seizin pihak yang lain.

b) Akad yang bersifat tidak mengikat bagi pihak yang melakukan
akad , seperti dalam akad al-wakalah (perwakilan), al-wadiah
(barang titipan).”®

d. Prinsip-Prinsip Akad
Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah menetapkan

beberapa prinsip-prinsip akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang
berkepenting, adapun prinsip-prinsip akad antara lain:

- 1) Ikhtiyari (sukarela), setiap akad atas kehendak para pihak danharus
\ [

\ .'\“w\ terhindar dari keterpé]ltsaanl'.ataﬁ .t.ekana salah satu pihak™ . '.‘:

\‘,. "\2) Amanah (meneﬁati--janj-ilb, : s'etiap akad wajib me]@ti(saf:akan

o y
.‘_""

‘kescpakatannya atau tidak ingkar janji. e

-

3) lIkhtiyati (kehati-hatian), setiap akad harus dilakukan dengan

pertimbngan tang dan an secara tepat.

4) Taswiyah (kesetaraan), para pihak memiliki kedudukan yang
setara yang mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

5) Taisir (kemudahan), setapa akad harus memberi suatu kemudahan

terhadap masing-masing pihak.

6) Transparansi; setiap akad harus dilakukan secara terbuka.

28Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 103.



| \

7) Saling menguntungkan; setiap akad harus memenuhi kepentingan
para pihak dan mencegah dari praktik manipulasi atau merugikan
salah satu pihak.

8) Ikhtikad yang baik; akad dilakukan untuk menegakan
kemaslahatan dan tidak mengandung unsur jebakan.

9) Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum , tidak
dilarang oleh hukum dan tidak haram.”

Akad yang Rusak (cacat)

Akad yang rusak (cacat) dalam perpektif hukum perjanjian

Islam merupakan persoalan akad antar pihak yang sedang menjalin

ikatan. Untuk itu perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah
I

' ““terpenuhinya hak dan ké‘}vajibﬁn niasing—masing pihak tanpa ada pihak

“ \yang terlanggar haknya B*dlam melakukan suatu akad dlhputl

i
bebera&a cacat yang dapat menghilangkan kerelaan atau menjadlkan

akad itu berdiri dipondasi moral yang tidak benar, maka pada saat itu
pihak  yang n  mem ak untuk menfasakh
(membatalkan) akad.”

Cacatnya akad (rusak) dalam fiqih Islam adalah hal-hal yang
merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela
antara pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang dipandang merusak
terjadinya akad adalah: tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad,

terjadinya paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan.

*Ibid, h. 108.

**Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah ..., h. 47.



Subekti mengemukakan bahwa “hukum perjanjian Islam
adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau
lebih, dimana pihak yang berkaitan saling berjanji untuk
melaksanakan suatu hal” cacat ini berkaitan dengan objek akad
tertentu yaitu dengan menyebutkan satu gambaran tertentu tentang
objek akad, namun yang tampak adalah kebalikannya.’'

Akad dalam perspektif hukum perjanjian Islam memberikan

batasan mengenai hal-hal yang menyebabkan fasid atau cacat suatu

akad, yakni:
1) Paksaan
- \ 2) Penyerahan yang menimbulkan kerugian _d
\ [
! .-\-“\3) Gharar atau pen_ipl'lefn II d 1 '.‘:
\‘...'\ 4) Syarat-syarat fasid'dan riaaa- | W -.’." v‘!
A 4o ?oy

"':.5);-7Tti_dak terpenuhinya rukun dan syarat akad __;_.-‘.-". !

Apabila syarat-syarat keabsahan vang di atas itu tidak

terpenuhi, mes un dan s entuknya terpenuhi, maka
akad menjadi cacat (rusak).*
f.  Berakhirnya Akad
Suatu akad dipandang berakhir apabila telah mencapai tujuan.

Akad akan berakhir apabila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai

berikut:

*'Subekti, Aneka Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2009), h. 14.

*2Cut Lika Alia, “Akad Yang Cacat dalam Hukum Perjanjian Islam” (On-line), tersedia
di: http://www.14022-1D-akad-yang-cacat-dalam-hukum-perjanjian-islam (24 Oktober 2019),
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.




1) Dibatalkan oleh yang berakad, apabila akadnya tidak bersifat
mengikat.
2) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa
berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
3) Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat,
dan majelis.
4) Karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
5) Karena salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.
2. Upah (Ujrah) Menurut Hukum Islam
a. Pengertian Upah (Ujrah)
| —— Upah dalam Islam dikenal dengan istilah jjarah, Dalam syara’
\ [
\ ““djarah adalah jenis ':ikad '- untuk mengambil manfaat" de’ﬂgan
\
\ \kompensam Menurut bahasa ('etimologl) al-ijarah berasa.l dar: kata
'dl-cyvru yang berarti al-wadh yang dalam bahasa_ In’doﬂesm berarti
imbalan atau pengganti.’*

rut istilaw, jjarah adalah akad

pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu

tertentu dengan adanya pembayaran upah atau dengan kata lain
mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti

atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.””

Sayyid Sabiq, Figiih Sunnah, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 203.

**A. Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia “Aspek Hukum Keluarga Dan
Bisnis” ..., h. 141.

**Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.
387.



Menurut pengertian lain, ijarah adalah memberikan imbalan
tau sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan
kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian yang
telah di sepakati.’® Bahwasannya definisi ini digunakan dalam istilah-
istilah ajr, wjrah dan ijarah. Kata ajara-hu digunakan apabila
seseorang memberikan imbalan atas orang lain, istilah ini hanya
digunakan dalam hal positif bukan yang negatif. Kata a/-ajr (pahala)
biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata wujrah
(upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.’’

Dalam hal yakni manfaat untuk mengontrak seorang pekerja

harus ditentukan terlebih dahulu jenis atau bentuk kerjanya, waktu,
1 [
! y | e . .. .
'\ ““fenaga serta upahnya danjenis pekerjaannya harus d1Je1a§'karrJ di awal
| PV ! ! I. ¢
“ .'\perjanjian. Karena transaksi wjrah’ yang masih samar hukuninya ialah

ok Vo 7 4
fasid. Sedangkan dalam jenis pembayaran ada dua maeam, yaitu: yang

pertama, pegawai khusus; yaitu orang yang hanya bekerja ada

seseorang yang emperke a dan tidak bekerja pada
orang lain, seperti pegawai negeri. Yang kedua, pegawai universal;
yaitu orang yang bekerja pada seseorang yang memperkerjakannya

dan orang tersebut bekerja pada orang lain, seperti penjahit dan lain-

lain. Mereka berhak untuk mendapatkan upah dari hasil pekerjaanya

**M. Harir Muzakki, Ahmad Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak
Sawah di Desa Klesem Pacitan”. Jurnal AL-‘Adalah, Vol. 14 No. 2 (2017), h. 484.

*’A. Riawan Amin, Buku Pintar Transaksi Syari’ah, Menjalankan Kerjasama Bisnis Dan
Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), h. 145.



dan juga berhak untuk mendapatkan gaji, jika tidak bekerja maka
tidak berhak mendapatkan gaji.”®

Dalam istilah figh ada dua jenis ijarah yaitu, al-ijarah (rent,
rental) diartikan sebagai transaksi manfaat barang atau jasa dengan
imbalan tertentu. Sedangkan al-ijarah fi al-dzimmah (reward)
diartikan sebagai upah dalam tanggungan, yakni upah yang
dibayarkan atas jasa pekerjaan tertentu.”’

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah ialah
uang dan lainnya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau tenaga
yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, imbalan, gaji.4°

| ——— Ada beberapa definisi al-ijarah, para ulama figih berbeda<beda
| I
i ) o !
{ .'“-*dalam mendefinisikan jjdrah, l'antara lain sebagai berikut: * . 0\
W ' | | y
. "\ 1) Menurut Ulama‘Hanafiyah definist jjarah yaitu sebagai akad yang

Sk o

“idipergunakan untuk kepemilikan manfaat, yang#diketahui dan
disengaja_dari barang yang telah disewakan dengan cara
pergantian

2) Menurut Ulama Asy-Syafi’iyah definisi ijarah yaitu suatu akad

yang bermanfaat yang diketahui dan disengaja, yang telah

**M. Rawwas Qal’haji, Ensiklopedia Figih Umar Bin Khattab (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1999), h. 177.

**Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid; Analis Figh Para Mujtahid, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka
Amani, 2007), h. 61.

40Depar‘[emen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia ...., h. 215.

*' Abdurahman Al-Jaziri, kitab al-figih ala al-mazhab al-arba “ah, jilid 3 (Beirut: Dar al
Fikr, 1991), h. 94.



diterima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan penggantian
yang diketahui (jelas).*

3) Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan bahwa
“ijarah yaitu suatu akad dengan manfaat yang mubah (boleh) dan
dikenal, dengan jalan mengambil atas suatu dengan waktu yang
diketahui (jelas), dan dengan pengganti yang jelas”.*

4) Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib yang dimaksud
dengan ijarah adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan
dan syarat-syarat tertentu.**

5) Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar et al, ijarah

7 adalah transaksi dengan suatu manfaat yang mubah (boleh) ‘?tas
|

o suatu barang tertg:n:ctli .yan# d_ij'e.l‘askan sifat dan tanggthiga}l dgtllam

\"‘ "\ waktu tertentu :ya-ng ma,-i:la'tl‘anlsaksi atas suatu pekeg'éan‘ 'Jyang

‘..":--;gli‘liet_ahui dengan upah yang jelas.*” S

6) Menurut Hasbi Ash-Shiddigie bahwa_ ijarah adalah akad yang

objeknya 1a

yaitu pemilikan harta dengan imbalan, sama dengan menjual

manfaat.

“Ibid, h. 98

“*Hendi Suhendi, Figih Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada ..., h. 115.

“Ibid, h. 118.

*Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, cetakan kedua (Depok: PT. Raja Grafindo
Persada, 2017), h. 195.



7) Menurut Sayyid Sabiq di kutip dari Hendi Suhendi, ijarah
merupakan jenis akad yang untuk mengambil suatu manfaat
dengan jalan adanya pengganti.*

8) Menurut Syeikh Syihab Al-Din dan Syeikh Umairah di kutip dari
Hendi Suhendi ijarah adalah akad atas suatu manfaat yang
diketahui dan disengaja untuk memberi dengan imbalan yang
diketahui ketika itu."’

9) Menurut Idris Ahmad, seperti yang dikutip oleh Hendi Suhendi ia
berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang
lain dengan cara memberikan ganti menurut syarat-syarat tertentu.

\ Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil suatu kesimpulan

\ [

. “bahwa ijarah merupakz{n' suath akéd yang digunakan untuk pemi‘likan
\ y

\manfaat (jasa) dari’ seorang-fnu a]zr kepada seorang musta ]zr yang

: :r’ "_.
mana J.las dan sengaja dengan cara memberikan penggantlan upah

(kompensasi). Pada dasarnya Ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan

antara para pi melaku yang dapat meringankan
pekerjaan salah satu pihak, serta merupakan suatu bentuk kegiatan

sosial yang saling menolong antara sesama manusia sesuai dengan

. 48
ajaran agama.

*®*Sayyid Sabiq, Figiih Sunnah ..., h. 208.
“"Ibid, h. 214.
**Helmi Karim, Figh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29.



| “jarah di syari’atkan d'alam fslarh .dan di bolehkan berd‘asarkaﬁ"Al-

Tujuan dari disyariatkannya ijarah ialah untuk memberikan
keringanan kepada sesama umat manusia dalam pergaulan hidup. Dan
tujuannya disyariatkannya ijarah ialah guna memberikan keringanan
kepada sesama dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang
namun tidak dapat bekerja, dan dipihak lain ada yang mempunyai
tenaga dan membutuhkan uang. Maka dengan adanya ijarah keduanya
saling mendapat keuntungan. Sehingga dapat di pahami bahwa al
ijjarah ialah menukar sesuatu dengan adanya imbalan (sewa-menyewa

atau upah—mengupah).49

b. Dasar Hukum Upah (ujrah)

Dalam akad ijarah, hampir semua Ulama fiqih sepakat bahwa
I

y

\Qur an, hadist (as- S'unnah) df!n '1Jma *Adapun beberapa Ulama yang

'ﬁd-ak membolehkan atau tidak menyepakati, dlantaranya Abu Bakar

Al-Asham, Hasan Al-Basri, An-Nahrawani, Al-Qasyani, Ibnu Kaisan
dan Ibnu Ulayyahs

Para Ulama tersebut tidak membolehkan ijarah, dengan alasan
bahwa jjarah adalah sama halnya dengan jual beli kemanfaatan, yang
tidak dapat dipegang (tidak ada). Yakni seperti sesuatu yang tidak
dapat dikategorikan jual beli (tidak ada). Setelah beberapa jangka

waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit.

* Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Figh (Bogor: Kencana, 2003), h. 217.



Sedangkan sesuatu yang tidak ada sebelumnya pada waktu akad tidak
boleh diperjualbelikan.™
Jumhur Ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan
berdasarkan Al-Qur’an, hadis (as-sunnah), dan ijma’.
1) Dasar hukum [jarah dalam Al-Qur’an:

a) Firman Allah :

//

J};.JWJJUML&}QW L.djj Lg.\.” ;:J‘

w8

B L3 5 Bt Ly el U

Artinya:“kami  telah  menentukan  antara m_ereka
\ penghidupan mereka dalam kehidupan /dunia, dan
A kami »Telah meninggikan sebahagian mereka atas
sebaglan yhng lain beberapa derajat, agar sebagian
mereka dafaat mempergunakan sebagian yang lain.
dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang
. . mereka kumpulkan” (QS. Az-Zukhruf’ [43]:32)

Dari penjelasan ayat di atas sesungguhnya Allah SWT
tean derajat @ada dengan makhluk
ciptaan Allah SWT yang lainnya, supaya manusia itu dapat
menggunakan nya dalam hal kebaikan dan hal yang positif
untuk menjalankan kehidupan di dunia ini.

b) Firman Allah :

*°Rachmat Syafe“l, Figih Muamalah ..., h. 123.



Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan kepada
orang lain, maka tidak ada dosa bagimu
memberikan pembayaran dengan cara yang patut.
Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah
bahwa Allah maha melihat apa yang kamu
kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2]:233)

Dari penjelasan ayat di atas bahwa dalam membayar
upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah
mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah
¥ 2™ " - i
| _ [
/ RSN disepakati antarh; para pihak. Jika kalian menghendaki agar
{ | \ / J
y
WA bayi-bayi diserahkan., kepada, wanita yang bersedia ‘untuk
.y menyusui, maka hal ini dalam syari’at boleh (}ilqkﬁkgln. Tetapi
. - o
kalian harus memberikan upah yang pantas dan sesuai kepada
mereka; upah dib, esuai maka akadnya
menjadi tidak sah, pemberian pekerjaan hendaknya tidak
curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar

tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.51

¢) Firman Allah :

>! Ahmad Musthofa Al-Maraghi, Tafsir Al-maraghi, Cetakan Pertama (Semarang: CP.
Toha Putra, 1984), h. 350.
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Artinya:“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja
(pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada
kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".
(QS. Al-Qashash [28]:26)

Dari penjelasan ayat di atas bahwa jjarah telah
disyariatkan oleh agama Islam, dalam ayat di atas terdapat
pernyataan seorang anak yang diucapkan dan ditujukan kepada
ayahnya untuk mengambil seseorang untuk bekerja dan setelah
itu harus memberikan imbalan yang telah disepakati sesuai

’ I

dengan ketentuan: waktu dan manfaat serta orang"‘yai}g schat

; ' :
jasmani dan dapat dipercaya. = 4

“5..d) Firman Allah : -

-
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Artinya:*Kemudian jika mereka menyusukan anak-anak
mu, untukmu maka berikanlah kepada mereka
upahnya”. (QS. At-Thalaq [65]:6)
Dari penjelasan ayat di atas, maka ayat ini menjadi
dasar hukum adanya sistem sewa-menyewa (ijarah) dalam

hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa

seseorang boleh menyewa orang lain (wanita) untuk menyusui



anaknya, dan tentu saja ayat ini berlaku untuk umum terhadap
segala bentuk sewa-menyewa.’>
2) Dasar Hukum Hadis (as-sunnah)
Selain ayat Al-Qur’an di atas, ada beberapa hadist yang
menegaskan tentang upah, diantaranya:
a) Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering,
maksudnya segera dibayar upahnya dan jangan ditunda-

tunda upahnya. Rasulullah SAW bersabda:

33 8 0Al jual e Juwmdm@mug

A

g - "0 -

(A L 431 8150) 458 Can &

\ Artinya:“Berilah upahl . pekerja  sebelum keringatnifa
'S kering?. (HR Ibn Majah No.2427)™ &5
Wy { I. /

@)\ b) Bayarlah pekerja ?fen'gén upah yang sesuai ke;s’épakatan
. o

"% dan jangan menundanya, seperti sabda Rasulullah SAW:

- aalall
8150) soal da Al 4 EGpal Dbl U575
(G &)

Artinya:“Tiga orang, saya yang akan menjadi musuhnya
pada hari kiamat: Orang yang berjanji dengan
menyebut namaku lalu dia melanggar janji, Orang
yang menjual orang yang merdeka lalu dia
menikmati hasil penjualannya tersebut, dan Orang

2Mardani, Figh Ekonomi Syariah ....,, h. 246.
> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid IV
(Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), h. 357.



yang mempekerjakan orang lain, namun setelah
orang tersebut bekerja dengan baik upahnya tidak
dibayarkan”. (HR. Bukhari No. 2109)>*

3) Dasar Hukum [jma’

Dari zaman sahabat sampai skarang umat I[slam telah
berijma’ bahwa ijarah dibolehkan karena sangat membantu dan
bermanfaat bagi manusia. Pada umumnya manusia senantiasa
membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang
lain, sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat maka
pekerjaan itu lebih baik.

Sebagaimana diungkapkan Ibnu Rusyd dalam kitab

- Bidayah Al-Mujtahid, mengatakan bahwa, “Sesunggl;hlnya

’ I
1 e sewa menyewa '(ijgrak) itu diperbolehkan oleh seluruh fugaha
{ | \ / J

Wy , y
\ '-\ masa pertama dan fuqa:ha negeri besar”.” A9
- . Para ulama tak seorangpun ya_ng,'.' ‘thembantah
. _ il

kesepakatan 1yma’ ini. Sayyid Sabiq juga mengatakan bahwa:
“Den jatkan s a umat Islam telah
sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang
berbeda dengan kesepakatan ijma’ para ulama ini”, karena Al/-
ijarah merupakan akad perpindahan hak guna atas barang atau

jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan

perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.*®

**Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, Terjemah Shahih Bukhori Jilid VI
(Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993), h. 281.

>Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid juz 2 (Semarang: Muktabah Usaha Keluarga), h.165.

*%Sayyid Sabiq, Figiih Sunnah ..., h. 18.



ljarah merupakan salah satu bentuk aktivitas yang
dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak
mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali dengan melalui
sewa-menyewa atau upah-mengupah. Transaksi ini berguna
dan bermanfaat untuk meringankan apa yang dihadapi manusia
dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang
dianjurkan agama. Konsep ijarah merupakan manifestasi
keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam
kehidupan manusia.’’
d. Dasar Hukum Undang-Undang
Upah adalah salah satu hak normatif, upah yang di
[
s et terima buruh méﬁupakfan Béptuk prestasi yang telah djbe'rjkan
‘_. '\ oleh buruh“itu- semlliri 'képada majikannya ya}_lghi 4 guatu
‘ "3 Lpgkerjaan yang telah dilaksanakan. g

--’

Di dalam bab I Pasal T angka 30 Undang-undang

Nomer 2003 te enagakerjaan menegaskan:
“Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha
atau pemberian kerja kepada pekerja atau buruh yang
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,

kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk

tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu

*’Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah “Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan
Syariah” (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.131.



pekerjaan dan jasa yang telah laksanakan atau akan
dilaksanakan”.>®

Tujuan pemerintahan mengatur pengupahan pekerja/
buruh adalah untuk melindungi pekerja dari sewenang-wenang
pengusaha dalam pemberian upah. Setiap pekerja/buruh berhak
untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja menerima upah dari
pemberi kerja (majikan) secara adil dan tidak merugikan salah
satu pihak dan dilindungi oleh Undang-Undang. Peran

pemerintah dalam hal ini sangatkah penting yakni dalam

menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi peKerja
I

(- atau buruh aga'r.’dapa't memenuhi kebutuhan hiélup‘i pekerja
\ ‘ ' i | fy
. '\ maupun keluarganya. =« % Ly
D\ .._._.f-",
e - Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah, ijarah adalah akad penyediaan dana dalam

meminda' k guna aat suatu barang atau jasa
berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti pemindahan
pemilikan barang itu sendiri.”

Berdasarkan uraian tentang dasar hukum atau dalil dalil
syara’ dan juga dari perundang-undangan yang berkenaan

dengan masalah pengupahan (al-ijarah) sebagaimana yang

telah diuraikan diatas, maka tidak ada lagi keraguan tentang

58Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
SgMardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, cetakan kedua ...., h. 196.



kebolehan mengadakan transaksi sewa menyewa dan upah
mengupah, dengan kata lain sewa menyewa atau upah
mengupah diperbolehkan dalam hukum islam maupun
perundang undangan apabila bernilai secara syar’i dan tidak

merugikan pekerja/buruh ataupun diantara para pihak.

c. Rukun dan Syarat Upah (ujrah)

1) Rukun Upah (ujrah)

Dalam transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah agar
menjadi sah maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun
adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu yang menjadi
terwujud karena adanya unsur-undur tersebut yang membentuknya,

[

misalnya rumah, ' tefbentuk /karena adanya unsur—‘emsq,r yang
L] | \ J
[ ! L i 4

menopang atau membentuknya yaitu pondasi, tiang, dinding, lantai,

P4

""-at-g}a. -dan lainnya. Dalam konsep Islam _lil;sur:ﬁnsur yang

membentuk disebut dengan rukun.®

Menu afiyah, an bahwa rukun akad
hanyalah ijab dan qobul dengan lafaz ijjarah dan isti’jar,
bahwasannya mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa
adanya para pihak objek akad. Adapun sewa menyewa adalah ijab
dan qobul, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu
bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk

dalam hakekat, dan hakekat sewa menyewa adalah sifat yang

®*Muhammad Al Albani, Sahih Dunan Ibnu Majah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.

303.



tergantung kebenaranya (sahnya) sewa-menyewa itu tergantung
padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk
syarat untuk terealisasinya hakikat sewa-menyewa.

Jadi menurut ulama Hanafiyah rukun sewa-menyewa ada
dua yaitu ijab dan qobul. Hal ini disebabkan para ulama Hanafiyah
mempunyai pendapat sendiri tentang rukun. Yang dimaksud
dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu
transaksi, yaitu dalam akad sewa-menyewa. Rukun ijarah menurut
Jumhur Ulama ada empat, yaitu:

a) Aqid (orang yang berakad)
Aqid adalah orang yang melakukan akad .sewa
[
S— menyewa atau 'uPah rl'.nen'gi}pah. Orang yang me‘mbgri '1I,\:pah

v
[] ! L i Y.
A atau menyewakan' ialah ‘mujir, sedangkan musta jir ialah

af .y
Ly

' -'.;-_  orang yang menerima upah untuk meng_eg'_a;kan'-. Sesuatu dan
menyewa sesuatu. Disyaratkan pada mu“jir dan musta®jir
adalah akal cakaj ing meridhai.®!

Golongan Syafi’iyah dan Hanabilah menambahkan
bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang
sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.

b) Sighat (ijab dan qabul)

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat

akad (Sigatul-aqd), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum

*'Hendi Suhendi, Figih Muamalah ....,h. 117.



- .

perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui ucapan (lisan),
tulisan, utusan, isyarat, seacara diam-diam. Syarat-syaratnya
sama halnya dengan ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja
dalam ijab dan gabul pada ijarah harus menyebutkan masa atau

waktu yang ditentukan.®®

c) Upah (ujrah)

Upah adalah sesuatu yang diberikan kepada musta jir
atas jasa yang diambil manfaatnya oleh mu tajir. Yang
menjadi objek upah-mengupah atau sesuatu yang dikerjakan,
dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah
sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam). Dalam hal

[

ini syaratnya: ‘:', & 1 ..‘I

(1) Sudah jélas- atau—‘l sudah diketahui jumlah atal_},}"ncj:ninal

bayaranya. ijarah tidak sah dengan ‘l_l-pahSIa;’lg belum

diketahui.

(Z)Eh%li seoranﬁoleh mengambil uang
dari pekerjaanya, karena dia sudah mendapatkan gaji
pokok (khusus) dari pemerintah.

(3) Uang sewa diserahkan bersamaan dengan penerimaan

barang yang disewa. Jika manfaat yang disewa itu

lengkap, maka uang sewanya harus lengkap juga. Yaitu,

**Moh. Saefulloh, Fikih Islam Lengkap (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 178.



manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek
sewa-menyewa."
d) Manfaat
Untuk mengontrak seorang musta jir harus ditentukan
bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu
jenis pekerjanya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur.
Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah
fasid.*!
2) Syarat Upah (ujrah)
Sebelumnya ketahui dulu apa perbedaan antara rukun dan
.. Syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yakni rukun se"wa—
\ ' |
% menyewa merupakaﬁ{ bagian sésuatu dari hakikat seWé-meny%wa
\
\ \ dan tidak akan menjadl -s'ewa menyewa jika tidak terpenu{nnya

omkun tersebut Sedangkan, syarat sewa-menyewa ,mfml'pakan suatu

yang mesti ada dalam hal sewa-menyewa, akan tetapi tidak

termasuk da satu bagi akekat sewa-menyewa itu
sendiri.

Sebagai sebuah transaksi umum, syarat ijarah baru

dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya,

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta:PT.Raja Grafindo
Persada, 2003), h. 231.
*Ibid, h. 232.



sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.65
Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai berikut:

a) Pelaku akad ijarah harus berakal dan baligh

Syarat terjadinya akad (Syurut al-in“igad) syarat ini
berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat
utama bagi kedua belah pihak yang melakukan akad ijarah
ialah berakal sehat dan pihak yang melakukan ijarah itu
harus orang yang sudah mempunyai atau memiliki kecakapan
bertindak yang mampu membedakan mana perbuatan yang
baik dan mana yang tidak baik, sehingga segala sesuatu yang

dilakukan dapat di pertanggung jawabkan secara hukuma"
I

i
Menuru't.' -ulama 'Syaﬁ’iyah dan Hanabilah'} kedua

[ ! 1 i 4
belah pihak*yang “berakad 'disyariatkan telah baligh dan

e
- l-)erakal. Oleh sebab itu,apabila orang yang belum atau tidak

berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta

mereka iri merek 1 buruh) menurut mereka,
maka akad al-ijarah menjadi tidak sah.®®
Namun berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki

mengatakan, bahwa seseorang yang akan melakukan akad,

tidak harus mencapai usia baligh, akan tetapi anak yang telah

®Ghufran A. Masadi, figih Muamalah Konstektual (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada,

2002), h.186.

**M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam ...., h. 196.



mumayyis pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan
disetujui oleh walinya.®’

Dalam hal ini oara jumhur Ulama berpendapat bahwa
kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini
ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban,
sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang
suatu perbuatan yang sah.%®

b) Keridhaan antara kedua belah pihak yang berakad

Dalam hal ini kedua belah pihak yang berakad telah
menyatakan kerelaan untuk menyatakan akad al-ijarah.
Apabila salah seorang dinyatakan terpaksa melakukansakad

[

i itu, maka akad'menja'di fidak sah. Allah berfirmaf

A\
: \
(W
C \
N\
2
c

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang
batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan suka sama-suka di antara kamu. dan
janganlah kamu membunuh dirimu[287];
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu”. (QS. An-Nisa [4]: 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT

mengharamkan pebuatan memakan harta orang lain dengan

*’Ghufran A. Masadi, figih Muamalah Konstektual ..., h. 167.
**Ibid, h. 178.
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cara yang batil, dan menghalalkan tijarah (perniagaan) yaitu
seluruh macam kegiatan dalam rangka memperoleh
penghasilan dan keuntungan. Dan juga mensyaratkan adanya
saling ridha antara orang-orang yang melakukan akad dalam
perniagaan tersebut. Dengan demikian, dalam segala bentuk
pelaksanaan akad jual beli termasuk sewa-menyewa,
perkongsian dagang dan lainnya, semuanya itu disyaratkan
adanya saling ridha di antara kedua belah pihak.

Akad sewa-menyewa tidak boleh atas dasar

keterpaksaan antara satu pihak maupun kedua-duanya, baik

- dari pihak yang berakad atau pihak lain.*’ _d
1| _ [
W c) Objek al-ijarah haruslI halal dalam syara’ b . i
W ' | | y
“ "\ Dalam ~ajaran ‘agama Islam tidak mep}benarkan
A ) o, o

Eerjadinya sewa-menyewa yang dilarang aga-ma, misalnya
menyewa rtumah untuk tempat berjudi atau perbuatan
maksiat? membun pembunuh bayaran) dan
orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang
non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, objek
sewa-menyewa dalam contoh diatas termasuk maksiat.
Sedangkan kaidah fiqlh menyatakan bahwa: ”Sewa menyewa

yang mencakup dalam masalah maksiat, tidak boleh”.”

®*Nasrun Haroen, F. iqih Muamalah (Jakarta: Gaya Mega Pratama, 2007), h. 233.

°Ibid, h. 239.



d) Objek al-ijjarah tidak cacat, diserahkan dan dipergunakan

'l
&%
¢
h

secara langsung

Para ulama figih sepakat menyatakan bahwa tidak
boleh menyewakan suatu yang tidak boleh diserahkan dan
dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Seperti rumah atau
toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung
kepada penyewa apakah mau dia melanjutkan akad tersebut
atau tidak. Sekiranya rumah atau toko itu disewa oleh orang
lain, maka setelah habis sewanya baru dapat disewakan

kepada orang lain.”’

e) Objek al-ijarah bermanfaat dengan jelas (Ma 'qud Alaih): "1
I

Bila | rr‘lafnfaatl akéfl tidak jelas, maka'-;tic}ak'l" sah
akadnya. Karena tidz;k ada Ikejelasan dalam penyq}jéharhf atau
penerima dan tidak tercapai akadnya. IgeELaSaH:LS'é}ek akad
(manfaat) dengan adanya penjelasan, tempat manfaat, masa
(waktu)? jek kerja nyewaan.

(1) Penjelasan jenis pekerjaan
Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat
penting dan sangat diperlukan ketika menyewa seorang

untuk bekerja sehingga tidak terjadi salahpaham dan

pertentangan.

Ibid, h. 232

">Moh. Saefulloh, Fikih Islam Lengkap ..., h. 186.



(2) Penjelasan tempat manfaat
Penjelasan tempat dan manfaat diperlukan,
dalam hal ini manfaatnya dapat dirasakan, ada harga,
dan dapat diketahui.
(3) Penjelasan waktu kerja
Ulama syafi“iyah mensyaratkannya, sebab bila
tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan
waktu yang wajib dipenuhi, sedangkan ulama Hanafiah
tidak mensyaratkan untuk penetapan awal dalam akad.

Maka tentang batasan untuk kerja sangat bergantung

- pada pekerjaan dan kesempatan dalam akad. z"‘
\ \ i
l ] - i |
S (4) Pembayaran uarlg sewa harus jelas s ’ 0\
|\ A y \ | : \ : "
\ “\ ““Dalam“hal ini" jumlah pembayaran Re{ng" sewa

ol y

. P
. haruslah jelas, maka hendaklah g_isepakati terlebih

dahulu antara kedua belah pihak, atau dengan cara

m likan a saan yang sudah berlaku
agar tidak menimbulkan keraguan antara kedua belah
pihak.”

Sementara itu Sayyid Sabid mendefinisikan
syarat-syarat Al-ljarah ada lima yaitu:

(a) Kerelaan diantara kedua belah pihak yang

mengadakan transaksi.

*Rachmat Syafe“l, Figih Muamalah ...., h. 127.
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(b) Objek yang akan disewakan dapat diketahui
manfaatnya.

(c) Objek yang disewakan dapat diketahui kadar
pemenuhannya.

(d) Benda yang disewakan dapat diserahkan dan
diterima

(e) Kemanfaatannya harus mubah bukan yang

diharamkan’

Apabila syarat ijarah di atas telah terpenuhi, maka kad
jjarah telah dianggap sah menurut syara’. Sebaliknya jika
syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka diangggp Jd‘dak

' |
sah atau batql.. .f‘ “ , 0
Syafat-pokoki dalarﬁ “Al-Qur’an maupun .__Ij&‘s___-s'l{nnah

s
-

mengenai hal pengupahan yakni para mu ’ﬂ'y::hétf'ﬁs memberi

upah kepada para musta jir sepenuhnya atas jasa yang

diberikang usta’jir clakukan pekerjaan dengan
sebaik-baiknya. Kegagalan dalam hal memenuhi syarat-
syarat dianggap sebagai kegagalan moral diantara kedua
belah pihak yakni mu’ajir dan musta’jir, dan pasti akan di

pertanggungjawabkan nanti di akhirat oleh Allah SWT.

e. Sifat Objek (ujrah)

*Sayyid Sabiq, Figiih Sunnah ..., h. 19-20.



Para Ulama figih berpendapat tentang objek ijarah bersifat
mengikat atau tidak. Ulama Mazhab Hanfi berpendapat, bahwa akad
ijjarah itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat di batalkan
secara sepihak, apabila terdapat ‘uzur seperti meninggal dunia atau
tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila (gangguan kejiwaan).
Dan apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka akad ijarah
menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli
waris.

Menurut Jumhur Ulama berpendapat, bahwa akad ijarah
bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat

dimanfaatkan, Dan akad itu tidak menjadi batal karena manfaat

| I
| - ot .
" “menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris , manf;aat' Juga

Vs ! , '
1 '\termasukharta.75 e - - - AL

f. 'Macgq_l.-l\-/lacam Upah (ujrah) e

Adapun jenis-jenis upah pada awalnya sangat terbatas, akan

tetapi setelah tet embanga 1dang muamalah pada saat
ini, maka sekarang jenisnya pun sangat beragam, di antaranya:
1) Upah dalam hal perbuatan ibadah atau ketaatan.
Seperti  shalat, puasa, dan membaca al-Qur’an
diperselisihkan kebolehannya oleh beberapa Ulama karena

berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Pendapat

Imam Hanafi bahwa menyewa seseorang untuk melakukan

M. Ali Hasan, Figh Muamalat, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam ...., h. 236.
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\

\ F | \
“ '\ 3) Upah menyusui‘anak~ & & =% 4

perbuatan shalat, puasa, dan membaca al-Qur’an yang mana
pahalanya dijadikan kepada orang tertentu, seperti arwah ibu atau
bapak yang menyewa maka haram hukumnya mengambil upah

dari pekerjaan tersebut.”®

2) Upah sewa-menyewa rumah.

Menyewa rumah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau
penyewa menyuruh orang lain untuk menempatinya dengan cara
meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan
syarat bahwa pihak penyewa tidak merusak bangunan rumah yang
di sewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban

untuk menjaga, merawat dan memelihara rumah tersebut, sesuai
I

dengan kebiasaan yang be{rlakﬁ.ditengah—tengah masyafak’at.m‘;
i 5 J

>

. V. v d
"%, Beberapa Ulama berbeda pendapat dalam hal upah

menyusui_anak diantaranya adalah ™ As-Shahiban (murid Abu
Hanifah) Syafi’i asarkan qiyas tidak boleh
menyewa seorang perempuan untuk menyusui anak orang lain,
ditambah makanan dan pakaiannya karena ketidakjelasan
upahnya. Sedangkan Abu Hanifah membolehkannya berdasarkan

firman Allah :

®Ismail Nawawi, Figih Muamalah (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), h. 37.
"’Rachmat Syafe“l, Figih Muamalah ..., h. 133.
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Artinya:“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,
maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu

kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat
apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2]:233)

Dalam perjanjian  figih muamalah upah dapat
diklarifikasikan menjadi (2) dua :

a) Upah telah disebutkan (ajrun musamma) adalah upah yang

sudah disebutkan syaratnya dan ketika disebutkan harus

disertai kerelaan anatara kedua belah pihak yang berakad.

o
|

| b) Upah sepadan (@jrun mistli)adalah upah yang sepaﬂaﬂ dengan
: ) WA l.‘ 1 1)
{ | \ / |
LR kongsi pekerjanya atau profesi kerjanya, jika akad ijarahnya
A S - o 4 )

r4

sudah menyebutkan jasa (manfaat) kerj anya.78 A7

Dilihat dari segi objeknya, z']-'a-r-&h dapat dibagi

-ijarah ala al-manfa’ah) seperti,

sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian
(pengantin) dan perhiasan. Dalam hal ini mu ajir
mempunyai barang tertentu dan musta jir butuh barang
tersebut dan terjadilah kesepakatan antara keduanya,

setelah itu mu’ajir mendapat imbalan tertentu dari

M.I. Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islam, Cet. I (Jakarta: Gema
Insani Press, 2002), h. 67.



musta jir, dan musta jir mendapat manfaat dari barang
tersebut.

(2) Ijarah segi pekerjaan (ijarah ala al-a’amal) ialah dengan
cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu
pekerjaan. Ijarah semacam ini dibolehkan seperti buruh
bangunan, tukang jahit dan lainnya.
ljarah ala al-a’mal terbagi lagi menjadi dua yaitu:

(a) Zjarah khusus adalah yang dilakukan oleh pekerja.
Hukum orang yang bekerja dalam hal ini yakni tidak

boleh bekerja selain kepada orang yang memberinya

' upah atau imbalan. _d
\ [
.'\“-'\ (b) []'ar_ah' :’ mus?tari'k... adalah yang dilakd-kan’ s'géara
Y "\ befsama-sanlia' atau ‘dengan kata lain (lgg‘ljasgma).
"':.-:-,_h - Hukumnya dalam hal ini kit:d_bpleﬁ"-‘.rgelakukan
kerjasama dengan orang lain.”
g. Sistem Pembaya (ujrah)

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran
upahnya adalah ketika pekerjaannya telah berakhir atau selesai.
Menurut Abu Hanifah, apabila tidak ada pekerjaan yang lainnya,
sementara akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai hal
pembayaran dan ketentuan penangguhannya, maka upah wajib

diserahkan secara berangsur-angsur sesuai dengan segi manfaat yang

"Ghufran A.Masadi, Figih Muamalah Konstektual ...., h. 197.



diterimanya. Sedangkan menurut Imam Syafi’i, apabila seorang
mu’ajir menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa
musta jir maka seorang mu ‘ajir berhak menerima pembayaran karena
musta jir sudah menerima suatu manfaat dari benda yang telah
disewakan.®
Seorang pekerja berhak meminta dan menerima upah atas
pekerjaan yang telah dilakukannya, baik objek sewanya berupa barang
maupun jasa dalam beberapa keadaan, yaitu sebagai berikut:
1) Ketika pekerjaan telah selesai di kerjakan atau dilakukan.
2) Objek sewa telah benar-benar diambil manfaat atau sudah
dirasakan manfaatnya oleh penyewa, apabila objek yang dijadikan
|

"% bahan sewa berupa i)axang;ataﬁ benda. b . 1
[] ! L i J
: \3) Objek sewa sudah bisa ‘diambil ‘manfaatnya, yaitu ketika ‘waktu
% ,-".{"/’
“sewanya sudah dianggap cukup untuk si penyewatmemanfaatkan

1

objek barang atau benda yang di sewanya.®

Ha empercepat upah  dan

menangguhkannya itu sah sesuai dengan kesepakatan kedua belah
pihak. Jika di dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau
menangguhkan maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya akad

tersebut.®

%Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 121.
*'Ibid, h. 135.
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam ...., h. 236.



h. Batalnya Upah dan Berakhirnya akad Upah (ujrah)
1) Batalnya Upah

Pada dasarnya [jarah merupakan perjanjian yang mana
masing-masing pihak saling terikat. Dalam perjanjian ijarah tidak
diperbolehkan adanya fasakh (pembatalan) pada salah satu pihak,
karena ijarah merupakan akad pertukaran atau timbal balik, kecuali
bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.® Perjanjian timbal
balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak,
melainkan dengan pembatalan oleh kedua belah pihak.** Karena

jjarah termasuk pada akad mu’awadhah (tukar-menukar), harta

- dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan
| [
i ) > !
* " pembatalan. A B &% ol )
W) N | |I \ i 7
“ "\ Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukary.ﬁpah bagi

AN Py
-"’afi’;_ jika barang yang ditangannya rusak. Menurut Ulama

Syafi’iyah, jika ajir bekerja di tempat penyewa, maka tetep akan

mendapatkan arang berada ditangannya,
maka ia tidak akan mendapatkan upah.®> Ulama Hanafiah juga

hampir sama dengan pendapat di atas, akan tetapi diuraikan lagi,

yaitu:

8 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia; Konsep, Regulasi, dan
Implementasi (Y ogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 75.

$4Sohari Sahrani dan Ru““fah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indah, 2011), h.
170.

Ibid, h. 183.



a) Jika benda berada ditangan ajir

(1) Jika ada bekas pekerjaan, maka ajir berhak mendapatkan
upah dari hasil bekas pekerjaan tersebut.

(2) Jika tidak ada bekas pekerjaan, maka ajir berhak
mendapatkan upah atas pekerjannya sampai akhir atau
selesai.

b) Jika barang atau benda berada ditangan penyewa maka
berhak mendapat upah setelah selesai bekerja atau
pekerjaannya.*®

2) Berakhirnya Akad Upah (ujrah)

| —— Para ulama figih menyatakan bahwa akad al-ijarahsakan
| I
\ % berakhir apabila: A B &% W
o) | { |I ~I / If'
‘,."\ a) Objek yang disewakan hilang" atau musnah, sepg‘fi ‘rumah
"Iy terbakar. i~ :

b) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah
berakhir. objek ewakan itu rumah maka
dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila objek yang
disewa itu adalah jasa seseorang maka dia berhak menerima
upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fikih.*’

¢) Menurut ulama hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad

karena akad al-ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan.

# Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia; Konsep, Regulasi, dan
Implementasi ...., h. 92.
¥M. Ali Hasan, Figh Muamalat, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam ...., h. 85.



Sedangkan menurut jumhur ulama akad al-jjarah tidak batal
dengan wafatnya salah seorang yang berakad karena manfaat.
Menurut mereka boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan
jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
Apabila ada unsur dari salah satu pihak, seperti rumah yang
disewakan disita negara karena terkait hutang yang banyak,
maka akad al-ijarah batal. Akan tetapi menurut ulama jumhur,
uzur yang boleh membatalkan akad al-ijarah itu hanyalah
apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat dalam akad
itu hilang, seperti kebakaran atau banjir.**

. d) Menurut Sayyid Sabiq berakhirnya Al-ljarah dengan sebab-
. I.

."'--\ sebab sebagai berilq‘ut 3 ) (s ’ 1
) e N Y y
\ "\ (1) Terj adinifa ‘cacat“pada’ benda yang disewakan,__;.f)qd‘a saat
-_‘. W, " “_._..r../. 4
T l® berada di tangan penyewa. i~

(2) Rusaknya objek benda yang disewakan seperti rumah atau
ken entu.

(3) Rusaknya benda yang disewakan atau yang dilupakan
seperti kain yang rusak ketika dijahitkan, sebab tidak
mengkin menyelesaikan jahitan tersebut setelah kain

tersebut rusak.

®Ibid, h. 88.



(4) Telah terpenuhinya manfaat yang di akadkan, atau sudah
selesai pekerjaannya kecuali jika terdapat uzur yang
mencegah fasagh.*

B. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa literatur hasil
penelitian dan jurnal-jurnal terakreditasi ada beberapa yang memiliki
keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan sebagai berikut:

Pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurul Mukromah
(2017) dari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad” Studi di Desa Adijaya
‘Kﬁqanllatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Penelitianinya

\ [

Imel}alilé beberapa permasail?han' yaitu:  bagaimanakah bela}kseiﬁaan
p.emlﬁ'qyaran upah diawal akad dan b;agaiména tinjauan hukum isla_niq te:ltang
pemb‘al)'féran‘ Epa}h diawal akad Desa Adijaya Kecamatan, ,.Teri);ﬁ;ggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan
jenis penelitiannya a elitian | ield research). Metode
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara,
dokumentasi yang dilakukan di tempat penelitian yaitu pada buruh dan
majikan Desa Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung
Tengah. Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan maka kesimpulannya

bahwa praktik pembayaran upah diawal akad pada masyarakat desa Adijaya

Kecamatan Terbanggi Besar dibolehkan dalam hukum Islam karena tidak

#Sayyid Sabiq, Figiih Sunnah ..., h. 34.



mengandung unsur Gharar (ketidakpastian atau penipuan), maysir
(perjudian), riba (bunga uang), zhulum (penganiyaan). Dan yang terpenting
antara mu’ajir dan musta’jir telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan
dan menerima upah.”

Kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadhilah (2018)
dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi
Kabupaten Sidoarjo” penelitiannya menarik beberapa permasalahan yaitu:
bagaimana mekanisme pengupahan antara pemilik tambak dan penjaga
tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Metode
‘yang Qigunakan adalah kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian

\

! i | f .

lapangan (field research). Metode pengumpulan data yang dlgun‘&kal} adalah
v \ ! | . y
obsel"v\asi, wawancara, dokﬁmentasi'yang dilakukan di tempat penelitian yaitu

N Py
pada pemilik _dan penjaga tambak Desa Kedung Peluk Keeamatan Candi

Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan maka

kesimpulannya bahwa ndangan slam pengupahan penjaga
tambak di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah

menyimpang, karena pemilik tambak telah menangguhkan upah penjaga

tambak hingga tiga kali masa panen dan upah yang diberikan bersifat samar.”!

**Nurul Mukromah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Di Awal Akad”.

(Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017),

h. 9.

*'Nurul Fadhilah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penjaga Tambak”. (Untuk

Memperoleh Gelar Sarjan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), h. 7.



Ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti Maesaroh (2019) dari
UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul” Studi di Desa Argomulyo Kecamatan
Banjit Kabupaten Way Kanan. Penelitiannya menarik beberapa permasalahan
yaitu: bagaimana praktik upah kerja buruh cangkul yang terjadi di Argomulyo
Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Metode yang digunakan adalah
kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research).
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan
dokumentasi yang dilakukan di tempat penelitian yaitu masyarakat Desa
Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan
'penelitlian yang telah dijabarkan maka kesimpulannya bahwa dalam praktik

| I

I'upa!ll“keifja buruh cangkul yang c'fli tan'gguhkan belum memenuhi s-yar?t dalam
a.kac.l."qpah kerja, sebab upéh- yang'-rlnenj‘adi objek pembayaran b_e‘llurn’.jelas
beraf;a' 'ganya‘l_(_ Padi yang akan di terima oleh buruh c_an_gkul--C.l;i;l terdapat
unsur ketidakpastian atau gharar yang dalam Islam dilarang keberadaannya
karena mudharatnya ar diras c¢h para buruh dari pada
kemaslahatannya.”

Keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah (2018)
dari UIN Mataram yang berjudul “Tinjauan Figh Muamalah Terhadap
Pembayaran Upah Buruh Bangunan Yang Tidak Sesuai Standar Umum”

Studi di Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daraya Kabupaten

Lombok Tengah. Penelitiannya menarik beberapa permasalahan yaitu:

*2Siti Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul”.
(Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2019),
h. 11.



bagaimana praktik pembayaran dan faktor penyebab upah buruh bangunan
tidak sesuai dengan standar umum. Metode yang digunakan adalah kualitatif
dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (field research). Metode
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan
dokumentasi yang dilakukan di tempat penelitian yaitu pemilik bangunan,
pekerja (buruh), dan masyarakat sekitar Desa Pandan Indah Kecamatan Praya
Barat Daraya Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan penelitian yang telah
dijabarkan maka kesimpulannya bahwa pemberian upah yang dilakukan
berpatokan pada kebiasaan masyarakat pada umumnya, faktor yang
menyebabkan terjadinya praktik pemberian upah tidak sesuai standar umum
‘adalahlpekerja (buruh) bangunan merupakan keluarga dan kerabat pemilik
\ [

Ifbang’l:lnann, ketentuan upah be'ru,bahI dan ‘upah tidak ditentukan Jdi ‘awal

l. 1] |

pél;j‘afh_i‘ian. Sedangkan terkait tentang 'ﬁth muamalah, praktik pjc_r'nba;/aran
upah‘b'iil.’uh-‘ bangunan di Desa Pandan Indah hukumnya Edako_b'.(;ltéh karena
salah satu rukun dan syarat ijarah tidak direalisasikan atau tidak terpenuhi
yaitu ujrah (upah).

Kelima, yaitu jurnal oleh lka Novi Nurhidayati (2017) alumni
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta “Pengupahan Dalam
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” penelitiannya menarik
permasalahan yaitu bagaimana pengaruh upah dalam perspektif hukum Islam
dan hukum positif. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif untuk

menganalisis data yang diperoleh secara deskriptif. Kesimpulannya adalah

**Nurul Hidayah, “Tinjauan Figh Muamalah Terhadap Pembayaran Upah Buruh
Bangunan Yang Tidak Sesuai Standar Umum”. (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum UIN
Mataram, Mataram, 2018), h. 8.



besarnya upah harus seimbang dengan pekerjaan yang telah dilakukan,
pengupahan juga harus memenuhi prinsip-prinsip muamalat dan asas-asas
muamalat. Prinsip muamalat itu meliputi yang ditentukan dalam Al-Qur’an
dan Hadis, didasari dengan sukarela, menghindari mudharat dan atas
pertimbangan mendatangkan manfaat. Kemudian asas muamalat yang terdiri
dari asas an taradin atau suka sama suka, asas adam al-garar, asas tabadul
al-manafi, dan asas musyarakah. Dalam hukum positif, sistem pengupahan
diatur dalam berbagai peraturan, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 1320 KUHPerdata tentang
perjanjian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang

‘perlindungan upah.’ p
.' ’ I
1 “Dari karya ilmiah yahg aday “setelah penulis mengamflti' ‘dan

\
r:fe;(}e.'kgsuri kajian secara s;pesiﬁk d‘ltln' koﬁlprehensif terhadap pg_rhbaflasan
meng‘eﬁ“a.i- ti;nj_a.ufm hukum Islam terhadap praktik pemb_a@,ran'ﬁﬁ;h dengan
sistem penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019
belum ada yang meng h karen ulis tertarik untuk mengkaji
permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “tinjauan
hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah komentator dengan sistem

penjualan tiket kursi pada turnamen bola voli Joyo Boyo Cup 2019 Studi

Turnamen Joyo Boyo Cup 2019”.

**Ika Novi Nurhidayati, “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum
Positif”. Jurnal Az Zarqa’, Vol. 9 No. 2 (Desember 2017), h. 206-207.
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